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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan bentuk usaha atau proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial 
dalam melakukan pembinaan pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian 
terdiri dari 4 orang yang meliputi Kepala Dinas Sosial kota Surabaya, Kepala UPTD Kampung Anak 
Negeri, Staf Administrasi UPTD Kampung Anak Negeri, Tenaga pendamping UPTD Kampung Anak 
Negeri. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pada anak 
penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah kota 
Surabaya dalam mengurangi jumlah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di Surabaya. Upaya 
pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ada dua yaitu sistem Panti dan sistem Non Panti. Sistem Non 
Panti sendiri yaitu pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya yang bekerjasama dengan 
Lembaga Pelatihan Kerja dan atau Lembaga Pelatihan Usaha (Entrepreneur), sedangkan sistem panti 
sendiri yaitu pelatihan yang dilakukan UPTD Kampung Anak Negeri yang berada dibawah pengawasan 
Dinas Sosial kota Surabaya. Adapun sedikit hambatan dalam melakukan pembinaan anak PMKS yaitu 
kurangnya minat anak asuh sehingga ada beberapa anak kabur dari panti. 
 
Kata Kunci: Upaya Pembinaan Dinas Sosial, dan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
  
Abstract 
This research used qualitative approach and the type was descriptive research. Technique of data collecting 
was deep interview, observation, and documentation. Type of this research is a descriptive with a 
qualitative approach. The subjects of this research four people including consisted of the Head of UPTD 
Kampung Anak Negeri, staff administrasion of UPTD Kampung Anak Negeri, his companion of UPTD 
Kampung Anak Negeri. Used data collection techniques such as observation,  interviews, and 
documentation. Data analysis was performed with data collection, data reducation, data presentation, and 
conclusion. The result of the research shows that department of social means for training PMKS child is 
the process which done by Surabaya goverment to decrease amount of social welfare problem child in 
Surabaya. There were two systems in the training which done by department of social, those are Panti 
system and non panti system. Non panti system is the training which done by Department of social 
Surabaya and cooperate with job training instance or Entrepreneur training instance, whereas panti system 
is the training which done by UPTD kampung anak negeri that undercontrolled by department of social 
surabaya. There are many obstacles to do the program, those are the lack of interest from bring up child so 
few of them run out from the house. 
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PENDAHULUAN 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam 
dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 
manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 
Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak 
adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang. Berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Undang-
Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002).  
Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial 
sesungguhnya adalah kelompok anak rawan yang 
membutuhkan perhatian khusus. Secara sosial-psikologis, 
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anak–anak ini sering kali berhadapan dengan situasi yang 
dilematis, nilai–nilai yang ambivalen dan memiliki 
perilaku yang patologis. Pada umumnya mereka harus 
bertahan hidup dengan cara yang kurang diterima 
masyarakat, di samping itu dalam kesehariannya 
bertingkah laku tidak patut atau berperilaku menyimpang 
dari norma–norma sosial sehingga membahayakan diri 
sendiri, orang lain, serta dapat mengganggu ketertiban 
umum dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak 
negatif pada kemajuan suatu bangsa, hal tersebut dapat 
diprediksi dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia 
pada anak PMKS karena anak PMKS juga termasuk 
modal pembangunan bangsa dan merupakan generasi 
penerus bangsa sehingga Untuk mencegah anak – anak 
ini tidak semakin terjerumus dalam perilaku patologis 
dan memiliki kecenderungan berkonflik serta dapat 
tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa yang 
bermanfaat, bermasa depan cerah dan dapat menjadi 
generasi penerus bangsa 
Kota Surabaya sekarang masih banyak permasalahan 
kesejahteraan sosial yang masih didominasi oleh 
permasalahan terutama kemiskinan, keterlantaran, 
kecacatan dan penyimpangan perilaku serta akibat 
bencana. Banyak dari beberapa kota di jawa timur yang 
masih menempatkan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial di kota Surabaya dan salah satunya adalah anak 
penyandang masalah kesejateraan sosial. Demikian pula 
dampak pelaksanaan berbagai bidang kesejahteraan sosial 
perlu ditangani melalui berbagai cara, apabila hal ini lalai 
dari perhatian pemerintah maka akan meningkatkan 
resiko-resiko yang menjadi beban yang sangat berat bagi 
pemerintah kota.  
Masalah kesejahteraan sosial  yang dihadapi kota 
surabaya seperti anak PMKS. Pemerintah kota Surabaya 
telah menerapkan suatu sistem pembinaan, pengendalian 
dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini 
yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja pemerintah kota 
sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi masing-
masing. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan 
terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi masyarakat, 
sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
bentuk pelayanan sosial yang meliputi pelayanan sosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan 
sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). 
Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak 
terpisahkan dari pembangunan nasional dimana 
pembangunan kesejahteraan sosial  berperan aktif dalam 
meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini 
karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan 
kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas 
yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan 
manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 
mengatasi anak Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh, 
menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi, sehingga 
kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat 
meningkat.  
Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial yang dijelaskan dalan Bab 
II pasal 2 dan pasal 3 menurut Peraturan Daerah kota 
Surabaya adalah salah satu urusan wajib pemerintah 
dalam peningkatan kesejahteraan sosial ini menjadi 
tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat dituntut 
untuk berpartisipasi secara aktif didalamnya. 
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 
kebutuhan material, spirituan, dan soaial warga negara 
agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
Kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk memenuhi 
amanat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 
alinea ke satu yaitu bahwa negara dan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan 
negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan 
umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang 
dijelaskan dalam Bab II pasal 2 dan pasal 3  menurut 
Peraturan Daerah Kota Surabaya adalah (1) 
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan 
berdasarkan atas: a) Kesetiakawanan, b)Keadilan, c) 
Kemanfaatan, d) Keterpaduan, e) Kemitraan, f) 
Keterbukaan, g) Akuntabilitas, h) Partisipasi, i) 
Profesionalitas, j) keberlanjutan. (2) Penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial bertujuan untuk: a) Meningkatkan 
taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; b) 
Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai 
kemandirian; c) Meningkatkan ketahanan sosial 
masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah 
kesejahterann sosial; d) Meningkatkan kemampuan, 
kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga 
dan berkelanjutan; e) Meningkatkan kemapuan dan 
kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial secara melembaga dan 
berkelanjutan; dan f) Meningkatkan kualitas manajemen 
penyelenggara kesejahteraan sosial. 
Di Surabaya, Dinas Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, 
dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial kota 
Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 05 Nomor 01 Tahun 2017, 492 - 506 
 
 
Surabaya mempunyai fungsi yakni perumusan kebijakan 
teknis di bidang sosial, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum, penyelenggaraan 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang sosial, pengelolaan 
ketatausahaan Dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
Memperhatikan tugas Dinas Sosial kota Surabaya 
sebagai pembantu walikota dalam penegakan peraturan 
daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, maka 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut 
untuk menciptakan suatu kondisi ketertiban umum yang 
dinamis, yang memungkinkan pemerintah daerah dan 
rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, lancar, 
tertib, dan teratur diupayakan secara partisipatif aktif dan 
terpadu yang ditandai oleh keberadaan Anak PMKS yang 
tidak berkeliaran di pusat kota. Oleh karena itu, Dinas 
Sosial kota Surabaya dituntut melaksanakan kebijakan 
pemerintah kota dengan mendayaguna berbagai sumber 
yang ada, baik sumber daya, dana, sarana maupun 
prasarana. Dengan demikian, upaya pembinaan anak 
PMKS dapat dilaksanakan dengan seefektif mungkin. 
(Sumber Dinas Sosial kota Surabaya) 
Hasil dari observasi awal yang menarik dalam 
penelitian ini adalah pada jumlah anak PMKS yang ada 
di kota Surabaya menurut data dari Dinas Sosial kota 
Surabaya dari tahun 2009-2015 menunjukkan 
peningkatan dalam melakukan pengurang terhadap anak 
jalanan dan anak nakal. Akan tetapi masih banyaknya 
jumlah anak terlantar setiap tahun semakin bertambah 
meskipun sedikit yang dikarenakan faktor ekonomi oleh 
keluarga mereka. Menindak lanjuti hal tersebut 
diperlukan penelusuran terhadap penyelenggara program 
yang menangani anak PMKS dengan cara melihat dan 
mengidentifikasi sejauh mana program yang dijalankan 
mampu membuat anak PMKS menjadi anak yang 
mandiri dan mempunyai perilaku yang baik bagi 
keluarga, masyarakat, bangsa dan tidak kembali lagi pada 
posisi anak PMKS. 
Kota Surabaya melalui Dinas Sosial setiap tahunnya 
melakukan upaya program pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang sosial perlindungan anak, yang bertujuan untuk 
melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan 
anak maupun keluarga. Berkaitan dengan usaha tersebut 
di atas dalam upaya memperbaiki kondisi anak PMKS 
menjadi lebih baik perlu setidaknya dilakukan pembinaan 
di dalam panti sehingga mereka dapat merubah 
kehidupannya menjadi lebih baik dan lebih bermaafaat 
bagi diri sendiri dan orang lain. Penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial merupakan aspek yang sangat 
penting. Penyelenggaraan ini meliputi rehabilitas sosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan 
sosial. Penyelenggaraan ini tidak mudah dilihat hasilnya 
namun dimaksudkan agar seseorang keluarga, kelompok, 
atau masyarakat yang mengalami guncangan dan 
kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. 
Hasil dari observasi yang dilakukan dengan Dinas 
Sosial kota Surabaya, oleh sebab itu peneliti bermaksud 
melakukan penelitian dengan judul “Upaya Dinas Sosial 
Dalama Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya”. 
Berdasarkan latar belakang maslah yang telah 
dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana Upaya Dinas Sosial dalam 
Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Surabaya ?”. sesuai 
dengan latar belakan dan rumusan masalah, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk usaha 
atau proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam 
melakukan pembinaan pada Anak Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mampu membuat anak 
PMKS menjadi anak yang mandiri dan mempunyai 
perilaku yang baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan 
tidak kembali lagi pada posisi anak PMKS.  
Berdasar Peraturan  Walikota Surabaya No. 91 
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas 
Sosial Kota Surabaya adalah melaksanakan sebagian 
kewenangan daerah di bidang sosial serta melaksanakan 
tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Propinsi. Untuk menyelenggarakan tugas 
tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai 
Perumusan kebijakan tehnis di bidang sosial, 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan 
Umum di Bidang Sosial, Pembinaan dan Pelaksanaan 
tugas di Bidang Sosial, Pengelolaan ketatausahaan Dinas, 
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Hasil observasi yang dilakukan dengan Kepala 
Bagian Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa 
alasan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial 
menjadi anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar 
merupakan penyebab dari keluarga mereka yang kurang 
harmonis, kurang sejahterah, kurang memperhatikan 
anaknya sehingga anak tersebut akan berkeliaran 
ditempat umum. Anak-anak tersebut akan ditanyai 
kenapa alasan mereka berkeliaran ditempat umum dan 
orang tua dari anak tersebut juga akan ditanyai oleh 
Kepala Bagian Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Surabaya. 
Salah satu contoh alasannya jika orang tua dari anak 
PMKS masih sehat tetapi tidak bekerja maka Dinas 
Sosial Kota Surabaya akan memberi bantuan usaha atau 
meberikan pelatihan agar bisa menjadi wirausaha. Jika 
ayah dari anak PMSK tersebut sakit dan tidak punya 
biaya untuk berobat maka Dinas Sosial akan menunjuk 
Dinas Kesehatan untuk memberika bantuan pelayanan 
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kesehatan agar ayah tersebut bisa sehat dan kerja 
kembali. 
Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki empat program 
yaitu program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 
sosial, program pemberdayaan kelembagaan 
kesejahteraan sosial, program pelayanan administrasi 
perkantoran dan program pelayanan peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur dan untuk menangani masalah 
kesejahteraan sosial masuk dalam program pelayanan dan 
rehabilitasi sosial dimana dalam program pelayanan dan 
rehabilitasi kesejahteraan sosial ini terdapat beberapa 
kegiatan diantaranya adalah kegiatan peningkatan 
pemberdayaan sosial keluarga miskin melalui rehabilitasi 
sosial daerah kumuh dimana dalam kegiatan ini adalah 
kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Surabaya 
dalam memberdayakan keluarga miskin dan melakukan 
rehabilitasi terhadap daerah kumuh, yang kedua adalah 
kegiatan peningkatan pelatihan keterampilan dan 
pemberian permakanan bagi penyandang cacat, dimana 
kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya 
untuk meningkatkan keterampilan bagi penyandang 
cacat. 
Ketiga adalah kegiatan peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Girya Werda, 
dimana dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk lansia 
terlantar. Keempat adalah kegiatan peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD lingkungan 
pondok sosial kusta babat jerawat dimana kegiatan ini 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota 
Surabaya dalam meningkatkan pelayanan untuk penderita 
eks kusta, yang kelima adalah kegiatan penyediaan 
kebutuhan dasar bagi penghuni panti sosial dan 
pemberian permakanan bagi anak yatim, piatu dan yatim 
piatu, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan 
pelayanan bagi anak yatim piatu di surabaya. Kegiatan 
yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD pondok 
sosial Kalijudan, kegiatan ini adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk 
melayani anak berkebutuhan khusus dan mahasiswa 
berprestasi dari keluarga tidak mampu. Ketujuh adalah 
kegiatan penanganan masalah strategis yang menyangkut 
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dan yang 
kedelapan adalah kegiatan peningkatan kualitas 
pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi 
PMKS di UPTD lingkungan pondok sosial keputih. 
Dimana dalam kegiatan ini Dinas Sosial Kota Surabaya 
meningkatkan kualitas pelayanan di liponsos keputih 
dimana liponsos keputih ini merupakan tempat 
penampungan sementara hasil operasi simpatik PMKS 
jalanan. 
Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan peningkatan 
pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian 
permakanan bagi lanjut usia dan juga kegiatan  
peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Dan untuk 
penanganan anak jalanan masuk dalam kegiatan 
peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 
rehabilitasi sosial bagi PMKS di UPTD Kampung Anak 
Negeri dengan rincian kegiatan berupa pelayanan 
bimbingan, pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, 
pengadaan perlengkapan, operasional UPTD, pengadaan 
dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan 
perlengkapan olah raga dan kesenian, penyediaan jasa 
komunikasi, air, listrik dan surat kabar, penyediaan 
sarana dan prasarana, serta penyediaan jasa pelayanan 
bagi anak jalanan yang berada di UPTD Kampung Anak 
Negeri yang kemudian dijabarkan oleh UPTD Kampung 
Anak Negeri menjadi kegiatan pemenuhan kebutuhan 
pangan, pemenuhan kebutuhan sandang, pemenuhan 
kebutuhan papan, bimbingan mental spriritual, bimbingan 
mental perilaku, bimbingan keterampilan, dan bimbingan 
minat/ bakat dan intelektual (UPTD Kampung Anak 
Negeri). 
Terkait dengan hal tersebut pada tahun 2016 Dinas 
Sosial Kota Surabaya memiliki program pelayanan dan 
rehabilitasi dalam menangani anak jalanan di UPTD 
Kampung Anak Negeri dimana program pelayanan dan 
rehabilitasi ini merupakan sebuah program yang terdiri 
dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi, pretise dan preastasi pada anak 
jalanan agar anak jalanan memiliki bekal untuk kembali 
ke masyarakat dan dapat menjalanankan fungsi sosialnya 
seperti anak – anak pada umumnya. Adapun kegiatan 
dalam program pelayanan dan rehabilitasi ini di 
antaranya adalah Pelayanan pemenuhan kebutuhan 
pangan  yang meliputi pemberian makan untuk anak asuh 
yang memenuhi kecukupan gizi , setiap hari sebanyak 
tiga kali dengan tambahan ekstra fooding dengan 
pemberian susu atau kacang hijau, pelayanan pemenuhan 
kebutuhan sandang yang meliputi pemberian 
perlengkapan mandi, cuci dan pakaian seragam yang 
layak untuk keperluan perawatan / pemeliharaan diri, 
pelayanan pemenuhan kebutuhan papan yang meliputi 
penyediaan fasilitas tidur/ menginap di asrama yang 
representative dengan satu tempat tidur untuk satu anak, 
pelayanan bimbingan mental dan spiritual yang meliputi 
pemberian bimbingan mental spiritual secara rutin dan 
berkesinambungan dengan di ikuti kegiatan ibadah, 
pelayanan bimbingan mental perilaku yang meliputi 
kegiatan pembinaan berorientasi pada perubahan sikap 
dan perilaku yang normative dalam bentuk ceramah, 
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curah pendapat, role playing,outbond dan lain-lain, 
pelayanan bimbingan keterampilan yang meliputi 
kegiatan pembinaan berorientasi pada pengenalan 
kegiatan wirausaha, pelayanan bimbingan minat/bakat 
dan intelektual yang meliputi kegiatan pembinaan 
pengembangan potensi diri, intelektual, serta minat dan 
bakat.(sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya) 
Adanya program pelayanan ini diharapkan untuk 
menyempurnakan program pelayanan yang belum 
terlaksana dengan baik pada tahun 2015 dan bertujuan 
agar anak jalanan memiliki bekal untuk terjun kembali ke 
masyarakat dan tidak menjadi anak jalanan lagi. Sesuai 
dengan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagai pembantu walikota dalam 
penegakan peraturan daerah kota Surabaya pada 
kelompok Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) 
Kampung Anak Negeri Surabaya maka anak-anak 
penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam tinjauan 
pustaka ini ada 3 kelompok yakni anak nakal, anak 
jalanan, dan anak terlantar.  
Anak nakal yaitu anak yang berusian 5-18 tahun, 
berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang 
berlaku dalam masyarakat sehingga dapat merugikan 
lingkungan sekitar dan dirinya sendiri, mengganggu 
ketertiban umum, karena usia sehingga belum dapat 
dituntut secara hukum. Anak jalanan yaitu anak yang 
berusia 5-18 tahun, sebagian besar waktunya dibuat 
untuk mencari nafkah dijalanan maupun tempat-tempat 
umum, berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat 
umum. Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-18 tahun 
yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat 
melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan 
seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari 
orang tuanya atau kedua-duanya sakit dan atau 
meninggal, keluarga tidak harminis, tidak ada pengasuh 
atau pengampu sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan 
dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan 
sosial. 
Dalam mengatasi masalah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial maka akan digunakan teori 
pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan, 
masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka 
melauli ketersediaan sumber daya, kesempatan, 
pengetahuan, dan ketrampilan sehingga mereka 
berpartisipasi terhadap lingkungannya. Hal ini seperti 
yang dikemukakan oleh Payne dalam (Isbandi, 2002) 
bahwa suatu pemberdayaan pada intinya ditujukan guna 
membantu klien memperoleh daya untuk mengambil 
keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia 
lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk 
mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam 
melakukan tindakan.  
Pemberdayaan juga erat kaitannya dengan 
memoersiapkan masa depan yang lebih baik seperti yang 
dikemukakan oleh Shardlow dalam (Isbandi, 2002) 
bahwa pemberdayaan membahas mengenai bagaimana 
individu, kelompok atau komunitas berusaha membentuk 
masa depan sesuai dengan keinginan. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu 
proses dimana individu, kelompok atau komunitas 
memperoleh daya, kekuatan, dan kemampuan agar dapat 
mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki 
secara memadai dalam membentuk masa depan yang 
lebih baik. 
Konsep pemberdayaan yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah serangkaian tindakan atau proses 
yang dilakukan Dinas Sosial melalui kegiatan 
pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung 
Anak Negeri dan diberikan pada anak PMKS berupa 
kegiatan dalam program pelayanan dan rehabilitasi ini di 
antaranya yaitu: 1) Pelayanan pemenuhan kebutuhan 
pangan: Meliputi pemberian makan untuk anak asuh yang 
memenuhi kecukupan gizi , setiap hari sebanyak tiga kali 
dengan tambahan ekstra fooding dengan pemberian susu 
atau kacang hijau; 2) Pelayanan pemenuhan kebutuhan 
sandang: Meliputi pemberian perlengkapan mandi, cuci 
dan pakaian seragam yang layak untuk keperluan 
perawatan / pemeliharaan diri; 3) Pelayanan pemenuhan 
kebutuhan papan: Meliputi penyediaan fasilitas tidur/ 
menginap di asrama yang representative dengan satu 
tempat tidur untuk satu anak; 4) Pelayanan bimbingan 
mental dan spiritual: Meliputi pemberian bimbingan 
mental spiritual secara rutin dan berkesinambungan 
dengan di ikuti kegiatan ibadah; 5) Pelayanan bimbingan 
mental perilaku: Meliputi kegiatan pembinaan 
berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku yang 
normative dalam bentuk ceramah, curah pendapat, role 
playing,outbond dan lain-lain; 6) Pelayanan bimbingan 
keterampilan: Meliputi kegiatan pembinaan berorientasi 
pada pengenalan kegiatan wirausaha; 7) Pelayanan 
bimbingan minat/bakat dan intelektual: Meliputi kegiatan 
pembinaan pengembangan potensi diri, intelektual, serta 
minat dan bakat. (sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya) 
Pemberdayaan berasal dari penerjemah bahasa 
Inggris “empowerment” yang juga dapat bermakna 
“pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar 
“daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” 
tidah saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai 
kuasa”. Pemberdayaan adalah sebuah (proses menjadi), 
bukan sebuah (proses instan). Sebagai proses, 
pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, 
pengkapasitasan, dan pendayaan. 
Tahapan pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini 
target yang hendak diberdayakan diberi (pencerahan) 
dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka 
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mempunyai hak untuk mempunyai (sesuatu). Misalnya, 
target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada 
mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat 
menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka 
mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan. 
Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini 
misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, 
belief, dan healing. Prinsipnya adalah membuat target 
mengerti bahwa mereka perlu (membangun) 
diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari 
dalam diri mereka (bukan dari orang lain). 
Setelah menyadari, tahap kedua adalah 
pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut “capacity 
building”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana 
memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang 
bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Tahap ketiga 
adalah pemberian daya itu sendiri atau “empowerment” 
dalam makna sempit. Pada tahap ini, kepada target 
diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. 
Prosedur pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun 
kita sering kali tidak cakap menjalankannya karena 
mengabaikan bahwa dalam kesederhanaan pun ada 
ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses 
pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan 
kecakapan penerima. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pemberdayaan adalah proses menyeluruh yaitu suatu 
proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok 
masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan 
pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai 
kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem 
sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pemberdayaan hendaknya meliputi 
menciptakan suasana kondusif, pengutana kapasitas dan 
kapabilitas, perlindungan dari ketidakadilan, bimbingan 
dan dukungan, dan memelihara kondisi yang kondusif 
tetap seimbang. 
Elemen kunci desain program pemberdayaan 
masyarakat yang dipelajari di bawah ini mencakup 
tujuan, penetapan sasaran, strategi, kegiatan, dan 
outcome. a) Tujuan : secara umum tujuan program 
pemberdayaan masyarakat adalah 1) Penanggulangan 
kemiskinan; 2) Penyediaan sarana dan prasarana; 3) 
Pengembangan dan pengutan kapasitas individual dan 
institusi masyarakat; 4) pengembangan ekinimi lokal; 5) 
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi di 
daerah. b) Targeting: penetapan sasaran program. c) 
Strategi pelaksanaan : strategi pelaksanaan program 
dilandaskan pada pembetukan kelompok masyarakat, 
melibatka fasilitator, sarana dan prasarana, melibatkan 
pemerintah daerah. d) Kegiatan: kegiatan dititikberatkan 
1) Pelaksanaan sosialisai; 2) Penyediaan bantuan sarana 
dan prasarana; 3) Bantuan teknis seperti pelatihan. f) 
Outcome: hasil kegiatan meliputi peningkatan dari 
kegiatan yang dilakukan. 
 
METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis 
penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan 
metode untuk memahami makna yang oleh sejumlah 
individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari 
masalah sosial atau kemanusiaan dimana proses penelitian 
ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan 
pertanyaan, melalui prosedur-prosedur, mengumpulkan 
data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data 
secara induktif serta menafsirkan makna data (Creswell, 
2007:4). Pendekatan kualitatif ini diharapkan bisa 
menggali lebih dalam fakta-fakta yang ada di lapangan, 
guna mendapatkan gambaran yang lengkap tentang upaya 
dinas sosial dalam melakukan pembinaan pada anak 
penyandang masalah kesejahteraan sosial apa saja yang 
dilakukan oleh dinas sosial. Lokasi enelitian ini dilakukan 
di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai 
pembantu walikota dalam penegakan peraturan daerah 
kota Surabaya dan UPTD Kampung Anak Negeri kota 
Surabaya. 
Penelitian ini difokuskan pada Upaya Dinas Sosial 
dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Surabaya, yaitu 
proses upaya Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan 
minat bakat dan intelektual pada anak PMKS. Sumber 
data primer ini berupa data dari informan yaitu Bapak 
Indra selaku kepala rehabilitasi Dinas Sosial Kota 
Surabaya, Bapak Harsono selaku Kepala UPTD Kampung 
Anak Negeri, Bapak Arifin selaku Staf Administrasi di 
UPTD Kampung Anak Negeri dan Mbak Hilda sebagai 
Pendamping di UTD Kampung Anak Negeri. Data 
sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
peneliti berupa tabel jumlah PMKS kota Surabaya tahun 
2009-2015. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif 
dari Miles dan Huberman yaitu yang pertama 
pengumpulan data. Pengumpulan data dalam  penelitian 
ini data diperoleh dari berbagai sumber yakni wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Kedua reduksi data, Reduksi 
diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 
data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Data 
yang diperoleh nantinya dipilah-pilah mana yang sesuai 
dengan fokus penelitian yang dibutuhkan yang termasuk 
dalam tahapan pembinaan yakni tahapan pemberdayaan 
dan tahap pemberdayaan ini menpunyai tiga tahapan yaitu 
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tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap 
pendayaan yang digunakan peneliti sebagai indikator 
analisis pembinaan pada anak PMKS. 
Ketiga penyajian data,  penyajian data akan diperoleh 
deskripsi atau gambaran bentuk penggabungan informasi 
yang tersusun dari keseluruhan atau bagian-bagian data 
tertentu dari lapangan, secara lebih menarik dan akurat. 
Dalam konteks penelitian ini akan dianalisis 
menggunakan kata-kata berdasarkan teori yang sudah 
ditetapkan peneliti yakni tahap pemberdayaan. Tahap 
akhir adalah penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan 
sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 
dan pembuktian kembali atau verifikasi yang dilakukan 
untuk mencari pembenaran. Dalam penelitian ini 
penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data 
selesai supaya dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial di 
Surabaya dapat didefinisikan berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap 
informan penelitian di lokasi penelitian, Dinas Sosial 
kota Surabaya dan UPTD Kampung Anak Negeri kota 
Surabaya yang memberikan pembinaan atau pelatihan-
pelatihan terhadap anak-anak penyandang masalah 
kesejahteraan sosial dan memberikan perlindungan 
maupun kebutuhan sosial melalui program pelayanan 
yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri kota 
Surabaya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
terhadap Bagian Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
berikut penuturan Bapak Indra selaku Kepala Bagian 
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota 
Surabaya sebagai berikut: 
“Dalam upaya pembinaan pada anak PMKS ini 
kita punya 2 mbak ada yang non panti ada yang 
di panti, kalau pembinaan yang dilakukan Dinas 
Sosial yaitu non panti mbak, jadi kalau non panti 
itu kita hanya memberikan pelatihan-pelatihan 
pada anak PMKS, sedangkan yang panti itu 
pembinaan langsung yang dilakukan di UPTD 
Kampung Anak Negeri.” 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa upaya pembinaan pada anak PMKS di Surabaya 
menurut Dinas Sosial kota Surabaya dibagi menjadi dua 
yaitu pembinaan Non panti dan pembinaan di panti. 
Pembinaan Non panti dilakukan oleh Dinas Sosial kota 
surabaya yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan 
kerja dan atau lembaga pelatihan usaha (Entrepreneur) 
yang memiliki peranan yang strategis dalam mengurangi 
pengangguran dan kemiskinan dengan memberikan bekal 
keterampilan sikap usaha di masyarakat atau dunia 
usaha/industri. Sedangkan di dalam panti sendiri yaitu 
pembinaan yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak 
Negeri dan anak PMKS harus tinggal di UPTD Kampung 
Anak Negeri untuk mendapat pelayanan kesejahteraan 
sosial. Jadi, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial 
hanya pelatihan, setelah pelatihan mereka akan 
ditempakan untuk magang di toko service HP. Mereka 
yang mengikuti pelatihan adalah anak jalanan yang 
tinggal di Surabaya dan berumur 16-19 tahun. Sedangkan 
anak PMKS yang berada di UPTD Kampung Anak 
Negeri juga sama, mereka akan diberi bimbingan sesuai 
dengan program pelayanan yang sudah ditentukan, 
setelah itu mereka akan diberi peluang untuk bekerja 
seperti membuka cuci sepeda motor dan lain-lain. 
“Di Kampung Anak Negeri ini kan khusus 
penanganan untuk anak PMKS, nah anak PMKS 
sendiri kan banyak mbak diantara ada anak 
jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. 
Pembinaan yang formal ya pendidikan anak yang 
masih umur 7-12 tahun kita sekolahkan di 
Sekolah Dasar (SD), yang umur 13-15 tahun kita 
sekolahkan di Sekolah Menengah Pertama yaitu 
di sini ada SMP 23, dan yang umur 16-18 tahun 
kita sekolahkan di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) didekat sini juga ada mbak. Kalau yang 
pembinaan yang non formal yaitu ada pelatihan 
ketrampilan, ada pelatihan kedisiplinan, ada 
pelatihan wirausah.” 
Berdasarkan wawancara di atas jadi, pembinaan ada 
dua yaitu yang formal dan non formal. Pembinaan yang 
formal yaitu anak-anak di sekolahkan oleh pemerintah 
kota Surabaya. Pembinaan non formal yang diberikan 
kepada anak PMKS disini meliputi bimbingan mental 
spiritual, bimbingan mental perilaku, bimbingan 
keterampilan, dan bimbingan minat/bakat dan intelektual 
Tahap pelaksanaan kegiatan pembinaan pada Anak 
PMKS yang lakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya 
yang disampaikan oleh Bapak Indra selaku Kepala 
Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 
adalah sebagai berikut: 
“Pada tahap pemberian pembinaan atau 
bimbingan ini dibagi menjadi 2 mbak ada tahap 
persiapan ada tahap pelaksanaan. Kegiatan yang 
dilaksanakan dalam masa persiapan dan 
pelaksanaan ada banyak sekali kegiatannya 
mbak.” 
Hasil wawancara di atas dapat dismpulkan bahwa 
tahap pelaksanaan pelatihan ada 2(dua) yaitu tahap 
persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan 
meliputi: a) Pembentukan panitia kegiatan dan 
melakukan koordinasi dengan petugas tenaga 
kepelatihan, b) Mengundang peserta yang akan mengikuti 
pelatihan berdasarkan data dari yang sudah diseleksi oleh 
Dinas Sosial kota Surabaya, c) Menyampaikan maksud 
dan tujuan pelatihan, aturan pelatihan, tata tertib, surat 
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pernyataan kesanggupan untuk ditempatkan kerja dan 
lain-lain oleh pihak Dinas Sosial maupun oleh pihak 
penyelenggara, d) Peserta yang akan mengikuti pelatihan 
harus terlebih dahulu melakukan registrasi pelatihan, 
pembagian group, memberikan perlengkapan pelatihan, 
memberikan jadwal pelatihan. 
 Selesai dari tahap persiapana adapun tahap 
pelaksanaan yaitu meliputi:a) Memastikan peserta masuk 
kelas sesuai dengan group dan ruangannya dan mengisi 
daftar hadir, b) Pembentukan ketua kelas, c) Membagi 
kelompok menjadi 5 group, setiap grup berjumlah 25 
orang, d) Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jadwal, e) 
Lama pelatihan selama 10 hari kerja dan masing-masing 
6 jam pelajaran per hari atau total 60 jam pelajaran, f) 
Pelatihan dimulai pukul 16.00-21.00 WIB, g) Metode 
pelaksanaan pembelajaran: ceramah, motivasi, diskusi, 
praktek dan simulasi, h) Komposisi materi pelatihan: 
30% teori dan 70% praktek, i) Memberiksn ATK , modul 
pelatihan kepada peserta, dan kurikulum pelatihan 
Teknisi Handphone 
Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial 
Kota Surabaya dal melakukan pembinaan. Hal ini juga 
disampaikan oleh Bapak Indra adalah sebagai berikut: 
“Hambatannya hanya saja ini kurangnya minat 
anak jalanan dalam mengikuti pelatihan yang di 
adakan oleh Dinas Sosial mbak. Ya mungkin 
mereka terbiasa dijalan sehingga mereka kurang 
suka mengikuti pelatihan ini. Mereka dijalanan 
kan tidak terikat apapun ya seperti ini aja mbak 
orang tua mereka tidak mengatur harus ini itu 
jadi mereka kan bebas mbak. Lah kalau ikut 
pelatihan ini kan mereka harus mengikuti 
peraturan yang ada mbah tidak boleh seenaknya 
aja mbak, makanya itu sebelum mengikuti 
pelatihan ini kan kita seleksi dulu anak-anaknya 
mbak.” 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 
bahwa dalam melakukan pembinaan ada hambatan yang 
muncul dari anak jalanan tersebut seperti kurangnya 
minat anak jalanan dalam mengikuti pelatihan yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya. Hal ini juga 
disampaikan oleh mbak Hilda selaku pembimbing bahasa 
inggris di UPTD Kampung Anak Negeri adalah sebagai 
berikut: 
“Kita membina anak yang mau dibina saja mbak 
soalnya banyak yang kabur-kaburan dari panti 
mbak seenaknya sendiri, kina menbina anak disi 
agar mereka itu bisa berubah dan tidak menjadi 
anak PMKS lagi mbak, anak-anak disini juga 
sebagian besar mereka masih punya orang tua 
kenapa mereka turun kejalanan karena mereka 
kurang perhatian dari orang tua karena banyak 
faktor yang menjadi masalah dalam keluarganya 
ya seperti faktor ekonomi mbak.” 
Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak Harsono 
selaku Kepala UPTD Kampung Anak Negeri  kota 
Surabaya adalah sebagai berikut: 
“iya mbak anak-anak yang tinggal disini itu 
berasal dari Surabaya sendiri, alasan mereka 
tinggal disini ya kerena masalah yang ada 
dikeluarganya makanya anak-anak akan menjadi 
anak PMKS yaitu anak jalanan, anak terlantar 
dan anak nakal. Nah di UPTD sini lah mereka 
akan dibina mbak. Biasanya juga anak yang 
tidak mau dibina meraka akan kabur lagi.” 
Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan 
informan dapat disimpulkan bahwa pembinaan dilakukan 
kepada anak-anak yang hanya mau dibina, jika ada anak 
yang sudah masuk di Panti tetapi mereka kabur dari panti 
dari pihak UPTD Kampung Anak Anak Negeri akan 
membiarkan mereka yang kabur. Menurutnya anak-anak 
yang kabur tidak mau dijadikan anak yang menjadi lebih 
baik. Tujuan UPTD Kampung Anak Negeri dalam 
membina anak PMKS yaitu untuk menciptakan anak 
yang mandiri, tidak turun kejalanan maupun tempat-
tempat umum. Mereka bisa membuka usaha dari bekal 
yang ajarkan oleh UPTD Kampung Anak Negeri. Dan 
anak-anak yang ingin tinggak di panti juga mempunyai 
alasan tersendiri dan ingin menjadikan dirinya menjadi 
lebih baik. Adapun faktor pendukung yang mendorong 
berlangsungnya program pembinaan pada anak PMKS 
berdasarkan wawancara dengan Bapak Harsono selaku 
Kepala UPTD Kampung Anak Negeri kota Surabaya 
sebagai Berikut: 
 
“faktor pendukung yang mendorong 
berlangsungnya kegiatan program pembinaa 
pada anak PMKS yaitu kita bekerjasama 
dengan Dinas Sosial mbak UPTD ini kan 
berada dibawah naungan Dinas Sosial kota 
Surabaya mbak dan Dinas Sosial juga yang 
mengawasi berjalannya program pembinaan 
yang ada di UPTD Kampung Anak 
Negeri.adapun faktor yang menghambat dari 
kegiatan ini mbak ya seperti tempat yang 
kurang luas sarana dan prasaran yang kurang 
mbak.” 
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan yaitu 
faktor pendukung yang mendorong berlangsungnya 
kegiatan bimbingan atau pembinaan pada anak 
penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah adanya 
anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas 
Sosial kota Surabaya karena UPTD Kampung Anak 
Negeri ada dibawah naungan Dinas Sosial kota Surabaya. 
Adapun tujuan dari pelatihan teknisi handphone yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya pada anak non 
panti.hal ini disampaikan oleh Bapak Indra selaku Kepala 
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial kota 
Surabaya adalah sebagai berikut: 
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“iya mbak gini sebelum dilakukan pelatihan ini 
ada seleksi terlebih dahulu mbak, yang ikut 
pelatihan ini mereka yang anak jalan warga 
surabaya dan usia mereka antara 16-19 tahun dan 
lulus seleksi administratif. Lah tujuannya 
diadakan pelatihan ini agar mereka punya bekal 
keterampilan dibidang service handphone, agar 
mereka juga mempunyai daya saing yang tinggi, 
merubah mind set mereka, dan kita membantu 
mengurangi kemiskinan dan pengangguran.” 
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 
pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota 
Surabaya mempunyai tahapan-tahapan terlebih dahulu 
sebelun pelatihan itu diberikan kepada anak jalanan yang 
akan mengikuti pelatihan tersebut, seperti keterangan 
tempat tinggal, umur, dan seleksi administratif. Tujun 
diadakan pelatihan keterampilan ini agar mereka 
mempyai bekal untuk terjun ke dunia industry ataupun 
mereka bisa menjadi wirausaha yang professional. Maka 
dari itu Dinas Sosial mengadakan pelatihan-pelatihan 
untuk anak-anak jalanan dan bisa merubah pemikiran 
mereka untuk menjadi lebih baik lagi, bisa maju dan 
membantu mereka dari kemiskinan dan tidak lagi 
menjadi pengangguran. Mereka juga bisa membantu 
masyarakat untuk memberikan lapangan kerja 
dilingkungan mereka tinggal. Sama halnya dengan anak 
PMKS yang berada di UPTD kampung Anak Negeri 
menurut bapak Arifin selaku staf administrasi adalah 
sebagai berikut: 
“Di UPTD ini juga ada syarat yang diberikan 
kepada anak PMKS yang akan tinggal dipanti. 
Sebelumnya juga ada seleksi terlebih dahulu 
mbak. Dan mengenai pemberian bimbingan ini 
tidak ada perbedaan antara anak jalan, anak 
terlantar, dan anak nakal. Bimbingan diberikan 
pada semua anak PMKS. Bimbingan ini 
dilakukan di berbagai tempat ya lihat bimbingan 
apa diberikan.” 
Pernyataan tersebut diperjelas oleh mbak Hilda 
sebagai pendamping adalah sebagai berikut: 
“Ya tidak ada mbak semua sama mbak tidak 
dibedakan. Ya seperti sekarang ini belajar 
bersama terus mengerjakan PR gini mbak jadi 
satu belajar diaula. Ya kadang-kadang saya 
selipkan pertanyaan dengan menggunakan 
bahasa inggris agar mereka tau sedikit demi 
sedikit terus seperti bimbingan mental perilaku 
itu kan setiap hari bangun pagi, shalat, sma olah 
raga mbak itu juga sama mbak anak-anak 
dikumpulkan jadi satu dihalaman depan mbak.” 
Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulksn 
bahwa pemberian bimbingan antara anak jalanan, anak 
terlantar, dan anak nakal tidak ada perbedaan bimbingan, 
jadi bimbinga yang diberikan kepada anak PMKS 
tersebut sama. Hanya saja yang membedakan mereka 
adalah kriteria untuk membedakan mereka mana yang 
anak jalanan, anak terlantar, dan anak jalanan. Jadi semua 
bimbingan yang diberika kepada anak PMKS tidak 
dibedakan. 
Bimbingan mental spiritual yang dilakukan di UPTD 
Kampung Anak Negeri ini seperti yang disampaikan oleh 
Bapak Harsono selaku Kepala UPTD Kampung Anak 
Negeri adalah sebagai berikut: 
“Di Kampung Anak Negeri ini kan khusus 
penanganan untuk anak PMKS, nah anak PMKS 
sendiri kan banyak mbak diantara ada anak 
jalanan, anak terlantar, dan anak nakal. 
Pembinaan yang formal ya pendidikan anak yang 
masih umur 7-12 tahun kita sekolahkan di 
Sekolah Dasar (SD), yang umur 13-15 tahun kita 
sekolahkan di Sekolah Menengah Pertama yaitu 
di sini ada SMP 23, dan yang umur 16-18 tahun 
kita sekolahkan di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) didekat sini juga ada mbak. Kalau yang 
pembinaan yang non formal yaitu ada pelatihan 
ketrampilan, ada pelatihan kedisiplinan, ada 
pelatihan wirausah.” 
Berdasarkan wawancara di atas, pembinaan ada dua 
yaitu yang formal dan non formal. Pembinaan yang 
formal yaitu anak-anak di sekolahkan oleh pemerintah 
kota Surabaya. Pembinaan non formal yang diberikan 
kepada anak PMKS disini meliputi bimbingan mental 
spiritual meliputi pemberian bimbingan mental spiritual 
secara rutin dan berkesinambungan dengan mengikuti 
kegiatan ibadah khusus harian seperti shalat berjamaah 
dengan penghuni panti lainnya. 
Adapun kegiatan yang dilakukan oleh anak PMKS di 
UPTD Kampung Anak Negeri dalam kegiatan bimbingan 
mental spiritual yang di ungkapkan oleh bapak Harsono 
selaku Kepala UPTD Kampung Anak Negeri adalah 
sebagai berikut: 
“kegiatannyaa ya banyak mbak kalau mengenai 
bimbingan mental spiritual ya seperti yang saya 
bilang tadi mbak harus bangun pagi setelah itu 
mengikuti shalat subuh berjamaah dan 
melanjutkan kegiatan yang lain. Nanti siang ya 
gitu lagi mbak waktunya shalat dhuhur sampai 
dengan isya mbak, tetapi biasanya anak-anak itu 
harus di ingatkan setiap hari untuk melaksanakan 
shalat mbak kan anak-anak juga kadang ada yang 
malas ada yang tidak mbak, nah yang 
mengingatkan biasanya ya dari bapak marinir itu 
mbak. Biasanya juga ada ngaji dan kegiatan 
pengajian mbak.” 
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan bimbingan mental spirituan dilakukan 
setiap hari mulai dari pagi hingga malam hari. Kegiatan 
tersebut meliputi shalat 5 waktu berjamaah, mengaji, dan 
kadang juga diadakan kegiatan pengajian. Hal tersebut 
dilakukan agar mereka bisa terbiasa setiap hari dan bisa 
merubah sifat merekan menjadi lebih baik lagi. Sehingga 
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anak-anak akan mengerti mana yang harus dilakukan dan 
mana yang tidak boleh dilakukan. 
Bimbingan mental perilaku yang dilakukan di UPTD 
Kampung Anak Negeri seperti yang disampaikan oleh 
bapak Harsono selaku Kepala UPTD Kampung Anak 
Negeri adalah sebagai berikut: 
“Bimbingan mental perilaku kan merupakan 
bimbingan yang dilakukan untuk merubah sikap 
mereka untuk menjadi lebih baik mbak makanya 
ya setiap hari ini dilakukan bimbingan tersebut 
agar anak-anak bisa merubah sikap mereka dari 
yang ada dijalanan, ada yang ditempat umum, 
ada yang ditelantarkan orang tuanya itu kita 
bimbing semua sikapnya mbak. Bimbingannya 
ya sama semua mbak tidak ada perbedaan 
meskipun dari segi kriteria itu mereka berbeda 
mbak, tetapi kegiatannya ya sama semua mbak 
dijadikan satu.” 
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
bimbingan mental perilaku yang dilakukan adalah 
kegiatan mendisiplinkan anak-anak dala hal ini yang 
dimaksud mendisiplinkan yaitu merubah sikap yang 
biasanya mereka bebas dijalanan dan sekarang dirubah 
menjadi lebih baik dan bisa merubah  sikap perilaku anak 
PMKS yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri tetapi 
hal tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan 
kekerasan karena anak PMKS juga belajar dan 
pendamping harus memberi contoh yang baik untuk 
menjadi motivasi mereka. Dalam hal ini yang menjadi 
pendamping bimbingan mental perilaku yaitu dari 
anggota marinir yang didatangkan langsung oleh pihak 
UPTD Kampung Anak Negeri. Hal ini juga disampaikan 
oleh bapak arifin selaku staf administrasi UPTD 
Kampung Anak Negeri adalah sebagai berikut: 
 
“iya kalau kegiatan bimbingan mental perilaku 
yang dilaksanakan di panti ini yah seperti 
melatih sikap anak-anak, melatih kedisiplinan 
anak-anak dalam melakukan berbagai hal 
contohnya dalam hal kecil seperti bangun tidur 
mereka harus menata tempat tidur mereka 
masing-masing mbak merapikan tempat baju 
mereka mbak.” 
Bimbingan keterampilan yang dilakukan oleh UPTD 
Kampung Anak Negeri disampaikan oleh bapak Harsono 
selaku kepala UPTD Kampung Anak Negeri adalah 
sebagai berikut. 
“kalau bimbingan keterampilan itu ya kegiatan 
pembinaan untuk dikenalkan pada kegiatan 
wirausha mbak. Biasanya dilakukan di aula 
mbak ya seperti membuat kerajinan tangan, 
keterampilan menjahit pelatihan membuat makan  
juga ada mbak.” 
Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan bimbingan keterampilan merupaka kegiatan 
pembinaan yang berorientasi pada pengenalan kegiatan 
wirausaha. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak bisa 
mengembangkan kemampuannya dalam berwirausaha. 
Sehingga anak-anak tidak turun ke jalan untuk mencari 
nafka dengan cara mengamen tetapi dengan membuka 
usaha. Sehingga anak-anak PMKS di UPTD Kampung 
Anak Negeri yang tidak sekolah bisa diberdayakan untuk 
membuka usaha seperti cuci sepeda motor dan menjual 
makan serta menerima pesanan handycraf. Hal tersebut 
juga disampaikan bapak Arifin selaku Staf Administrasi 
di UPTD Kampung Anak Negeri yaitu sebagai berikut: 
“bimbingan keterampilan ini tidak dilakukan 
setiap hari mbak, melaikan ada jadwal sendiri 
mbak. Jadi pelatihan keterampilah ini dilakukan 
hanya beberapa bulan sekali mbak, jadi ada 
setiap hari pelatihan keterampilan itu tidak mbak 
dan pelatihan keterampilannya juga berbeda-
beda mbak ada yang masak ada yang membuat 
kerajinan ada seperti pelatihan otomotif gitu 
mbak. Jadi  ya upaya yang seperti itu yang 
dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan 
pembinaan pada anak PMKS ya melalui panti 
dan non panti mbak .” 
Bimbingan minat/bakat dan intelektual yang 
dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri 
disampaikan oleh bapak Harsono selaku kepala UPTD 
Kampung Anak Negeri adalah sebagai berikut: 
“gini mbak bimbingan minat/bakat dan itelektual 
ini kan merupakan pembinaan pengembangan 
potensi yang ada didalam diri anak-anak untuk 
mengetahui kemampuan mereka,  Nanti yang 
mendampingi mereka ada pendampingnya sendiri 
mbak.” 
 
Hal ini juga disampaikan oleh mbak hilda  selaku 
pendamping di UPTD Kampung Anak Negeri adalah 
sebagai berikut: 
“bimbingan minat/bakat dan intelektual ini yang 
diberikan kepada anak-anak ya ada di panti mbak 
ada bimbingan kognitif ya seperti belajar di aula 
dan latihan soal mbak, terus ada bimbingan bakat 
seni ya seperti seni musik, seni beladiri, seni 
melukis, olahraga sepeda balap mbak juga ada 
sepak bola dan futsal mbak.” 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan bimbingan minat/bakat dan intelektual 
merupakan kegiatan pembinaan pengembangan potensi 
yang ada didalam diri anak PMKS. Kegiatan bimbingan 
tersebut dilakukan untuk melatih bakat yang mereka 
miliki. Kegiatan bimbingan minat/bakan dan intelektual 
tersebut meliputi bakat seni musik, seni beladiri, seni 
melukis, olahraga sepeda balap dan diikutkan perlombaan 
sepeda balap, olahraga sepak bola dan futsal, bimbingan 
kognitif seperti belajar bersama, membaca buku di 
perpustakaan, latihan soal. 
 
Pembahasan 
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Dinas Sosial sendiri menangani anak jalanan yang 
Non Panti. Program pelatihan berbasis kompetensi 
maupun berbasis wirausaha khususnya pelatihan teknisi 
handphone yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota 
Surabaya yang bekerjasama denga Lembaga Pelatihan 
Kerja dan atau Lembaga Pelatihan Usaha (Entrepreneur) 
yang diberikan pada anak jalanan agar memiliki 
kepekaan dan mampu menangkap peluang sehingga bisa 
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, tidak keluar 
dari kondisi yang sekaran dan agar mereka tidak turun 
dijalanan. Program yang dilakukan Dinas Sosial kota 
Surabaya juga memiliki peranan yang strategis dalam 
mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan 
memberikan bekal keterampilan, sikap kerja profesional 
dan pengetahuan yang luas agar mereka dapat bekerja di 
setiap unit-unit kerja di masyarakat atau dunia 
usaha/industri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program pelatihan yang di lakukan oleh Dinas Sosial 
kota Surabaya yang dimaksud adalah keseluruhan 
kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, 
serta mengembangkan kempetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan 
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 
kualifikasi jabatan atau pekerjaan (menurut Dinas Sosial 
Kota Surabaya). Pelatihan juga bisa diartikan sebagai 
interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang 
sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka 
dapat hidup mandiri atau sebagai program keterampilan 
kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya 
bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau 
Bisnis untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak 
jalanan warga kota Surabaya yang karena suatu hal tidak 
memiliki keterampilan kerja agar mengikuti berbagai 
keterampilan sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan 
keterampilan kerja yang memadai untuk bekerja dan atau 
berwirausaha mandiri. Ruang lingkup pekerjaan dari 
pelatihan ini adalah dalam rangka penyiapan tenaga kerja 
siap pakai melalui pelatihan berbasis kempetensi Service 
Handphone hanya untuk anak jalanan warga kota 
surabaya, usia produktif usia 16-19 tahun, dan lulus 
seleksi administrasi.  
Maksud dan tujuan dilakukan penyelenggaraan 
Pelatihan Teknisi Handphone ini adalah:1) Memberikan 
bekal keterampilan di bidang Service Handphone kepada 
warga kota Surabaya khususnya bagi anak jalanan, 2) 
Menigkatkan kemampuan dan daya saing warga kota 
Surabaya khususnya anak jalanan, 3) Mendorong warga 
kota Surabaya khususnya anak jalanan untuk berani 
memulai usaha khususnya di bidang Service Handphone, 
4) Merubah mind set para anak jalanan warga kota 
Surabaya bahwa modal utama seorang pengusaha adalah 
keberanian memulai dan kejelian memanfaatkan peluang, 
mau bekerja keras dan berani bermimpi, 5) Memberikan 
bekal keterampilan manajemen kepada warga kota 
Surabaya khususnya anak jalanan, 6) Melatih kepekaan 
masyarakat Surabaya khususnya anak jalanan warga kota 
Surabaya, 7) Membantu pemerintah kota Surabaya 
mengurangi kemiskinan dan pengangguran 
Dalam hal ini Dinas Sosial kota Surabaya dan 
Lembaga Pelatihan Kerja dan atau Lembaga Pelatihan 
Usaha (Entrepreneur) tidak menemukan hambatan dalam 
melakukan pembinaan pada anak jalan yng mengikuti 
pelatihan Service Handphone. Anak jalanan yang 
mengikuti pelatihan ini kurang lebih ada 25 anak. Mereka 
sangat antusias dalam mengikuti pelatihan Service 
Handphone. Seluruh peserta akan dilakukan uji 
kompetensi dan magang kerja selama 3 bulan pasca 
pelatihan berlangsung dan diberi kesempatan menjadi 
asisten pelatih ditempat pelatihan serta magang di 
SERVICE CENTER Handphone di WTC. 
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 
sosial merupakan program dari Dinas Sosial Kota 
Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial bagi PMKS salah satunya adalah 
anak PMKS, untuk penanganan anak PMKS masuk 
dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana 
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Teori 
Pemberdayaan 
Upaya Peminaan Dikaji 
Dengan Teori Pemberdayaan 
Pelatihan  
UPTD Kampung 
Anak Negeri 
- Ceramah 
tentang 
pengetahuan 
- Memberikan 
motivasi 
 
Penyadaaran  
Pengkapasit
asan  
Pendayaan  
- Magang 
ditempatk
an di toko 
untuk 
beerja 
- Asisten 
pelatih 
- Membuka 
cuci sepeda 
motor 
- Menjual 
makanan 
- Menjual 
kerajinan 
tangan 
- Mengikuti 
perlombaan 
Proses upaya 
pembinaan pada Anak 
PMKS 
Bimbingan  
Upaya Dinas Sosial Melakukan Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
503 
dan prasarana rehabilitasi sosial bagi anak PMKS di 
UPTD Kampung Anak Negeri. Di dalam UPTD 
Kampung Anak Negeri dilakukan program 
pemberdayaan yag ditujukan bagi anak PMKS yaitu 
dengan memberikan daya kepada anak-anak tersebut agar 
mereka mampu meningkatkan kemandiriannya sehingga 
tidak turun lagi ke tempat-tempat umum. Dibentuknya 
UPTD Kampung Anak Negeri bertujuan untuk 
mewujudkan anak-anak yang bermasalah sosial 
berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan 
mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya 
secara mandiri. Dinas Sosial Kota Surabaya dalam 
melakukan pembinaan pada anak PMKS telah menunjuk 
UPTD Kampung Anak Negeri dalam melakukan 
pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-
anak bermasalah sosial di kota Surabaya.  
Dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, 
sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi anak PMKS, 
pemerintah kota Surabaya memberikan anggaran untuk 
memenuhi kebutuhan anak-anak selama di panti yaitu 
UPTD Kampung Anak Negeri. Program pembinaan yang 
dilakukan UPTD Kampung Anak Negeri meliputi 
pembinaan ada dua yaitu yang formal dan non formal. 
Pembinaan yang formal yaitu anak-anak di sekolahkan 
oleh pemerintah kota Surabaya.  
Pembinaan non formal yang diberikan kepada anak 
PMKS disini  yaitu meliputi:a) Bimbingan Mental 
Spiritual merupakan pemberian bimbingan mental 
spiritual secara rutin dan berkesinambungan dengan 
diikut kegiatan ibadah khusus harian seperti shalat 
berjamaah dengan penghuni panti lainnya, b) Bimbingan 
Mental Perilaku merupakan kegiatan pembinaan 
berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku yang 
normatif dalam bentuk ceramah, curah pendapat, role 
playing, outbond dan lain-lain seperti pelatihan sikap 
kedisiplian yang dilatih langsung oleh Bapak TNI, c) 
Bimbingan Keterampilan merupakan kegiatan pembinaan 
berorientasi pada pengenalan kegiatan wirausaha seperti 
keterampilan tata boga dan cuci sepeda motor, d) 
Bimbingan Minat/Bakat dan Intelektual merupakan 
pembinaan pengembangan potensi diri, intelektual, serta 
minat dan bakat seperti pada bimbingan minat dan bakat 
ada musik, lomba balap sepeda. 
Adapun faktor pendukung yang pendorong 
berlangsungnya preses pembinaan pada anak PMKS 
adalah dengan adanya anggaran yang disediakan oleh 
pemerintah kota Surabaya akan memenuhi kebutuhan 
anak PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri selain itu 
adapun pemberian makan untuk anak asuh yang 
memenuhi kecukupan gizi, setiap hari sebanyak tiga kali 
sehari dengan tambahan pemberian susu atau kacang 
hijau. Pemberian perlengkapan mandi, cuci, dan pakaian 
seragam untuk sekolah maupun baju-baju untuk 
pemeliharaan diri sehari-hari di panti. Dan adapun 
penyediaan fasilitas tidur/menginap  di panti dengan satu 
tempat tidur untuk satu anak. Anak-anak yang tinggal di 
panti merupakan anak-anak yang bermasalah dengan 
keluarganya seperti orang tuanya bercerai, berhadapan 
dengan hukum, dan bisa karena faktor ekonomi keluarga 
sehingga anak-anak tersebut akan kurang perhatian atau 
kasih sayang dari orang tuanya sehingga mereka turun 
kejalanan, menjadi anak nakal, dan anak terlantar.  
Namun juga ada hambatan-hambatan yang dihadapi 
oleh UPTD Kampung Anak Negeri dalam menghadapi 
pembinaan anak PMKS yaitu gedung yang kurang 
memadahi serta sarana dan prasarana juga kurang seperti 
sebagian gedung yang masih proses pembangunan, 
adapun almari dan baju yang  kurang layak untuk anak 
PMKS yang berada di UPTD Kampung Anak Negeri. 
Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial kota 
Surabaya yaitu kurangnya minat anak jalanan dengan 
adanya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial kota 
Surabaya, karena anak-anak yang sudah terbiasa dijalana 
mencari uang dan berkeliaran. Sebelum anak-anak 
jalanan yang mengikuti pelatihan mereka terlebih dahulu 
untuk mengikuti seleksi, sehingga anak-anak yang 
mengikuti pelatihan benar ingin merubah dirinya menjadi 
lebih mandiri dengan tidak hidup dijalanan. Hasil yang 
dilakukan oleh dinas Sosial dan UPTD Kampung Anak 
Negeri merupakan proses yang nyata dalam 
meningkatkan Upaya pembinaan pada anak PMKS. 
Jumlah anak PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri 
kurang lebih ada 32 anak itu merupakan ada peningkatan 
dalam melakukan upaya pimbinaan yang dilakukan 
UPTD Kampung Anak Negeri yang diawasi oleh Dinas 
Sosial kota Surabaya. Dan anak-anak yang mengikuti 
pelatihan akan dilakukan uji kompetensi dan magang 
kerja selama 3 bulan pasca pelatihan berlangsung dan 
diberi kesempatan untuk menjadi asisten pelatih ditempat 
pelatihan serta magang di service center handphone di 
WTC. 
pemberdayaan merupakan suatu proses dimana 
individu, kelompok atau komunitas memperoleh daya, 
kekuatan, dan kemampuan agar dapat mengoptimalkan 
sumber daya dan potensi yang dimiliki secara memadai 
dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Sehingga 
konsep pemberdayaan yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan 
Dinas Sosial melalui kegiatan pemberdayaan yang 
dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri dan 
diberikan pada anak PMKS berupa kegiatan dalam 
program pelayanan dan rehabilitasi ini di antaranya yaitu: 
1) Pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan: Meliputi 
pemberian makan untuk anak asuh yang memenuhi 
kecukupan gizi , setiap hari sebanyak tiga kali dengan 
tambahan ekstra fooding dengan pemberian susu atau 
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kacang hijau; 2) Pelayanan pemenuhan kebutuhan 
sandang: Meliputi pemberian perlengkapan mandi, cuci 
dan pakaian seragam yang layak untuk keperluan 
perawatan / pemeliharaan diri; 3) Pelayanan pemenuhan 
kebutuhan papan: Meliputi penyediaan fasilitas tidur/ 
menginap di asrama yang representative dengan satu 
tempat tidur untuk satu anak; 4) Pelayanan bimbingan 
mental dan spiritual: Meliputi pemberian bimbingan 
mental spiritual secara rutin dan berkesinambungan 
dengan di ikuti kegiatan ibadah; 5) Pelayanan bimbingan 
mental perilaku: Meliputi kegiatan pembinaan 
berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku yang 
normative dalam bentuk ceramah, curah pendapat, role 
playing,outbond dan lain-lain; 6) Pelayanan bimbingan 
keterampilan: Meliputi kegiatan pembinaan berorientasi 
pada pengenalan kegiatan wirausaha; 7) Pelayanan 
bimbingan minat/bakat dan intelektual: Meliputi kegiatan 
pembinaan pengembangan potensi diri, intelektual, serta 
minat dan bakat. 
Terkait dengan upaya Dinas Sosial dalam melakukan 
pembinaan pada anak penyandang masalah kesejahteraan 
sosial di Surabaya akan dikaji dengan asumsi 
pemberdayaan, upaya itu dilakukan melalui Dinas Sosial 
kota Surabaya menggunakan sistem Non Panti dan UPTD 
Kampng Anak Negeri menggunakan sistem Panti. Dalam 
hal ini pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu 
Tahapan pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini 
target yang hendak diberdayakan diberi (pencerahan) 
dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka 
mempunyai hak untuk mempunyai (sesuatu). Jadi anak-
anak akan diberi ceramah atau tukar pendapat dan 
masukan-masukan yang baik agar mereka tau kalau anak-
anak juha mempunyaui hak-hak yang harus didapatkan 
dan mendapat perlindungan. Kepada mereka diberikan 
pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu 
dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk 
keluar dari kemiskinan. Program-program yang dapat 
dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan 
pengetahuan, keterampilan, dan mempunyai pemikiran 
untuk menjadi wirausaha. Prinsipnya adalah membuat 
anak-anak mengerti bahwa mereka perlu (membangun) 
diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari 
dalam diri mereka (bukan dari orang lain) dan 
pemberdayaan itu diberikan oleh pembina melalui 
ceramah atau membrikan pendapat dan masukan kepada 
anak PMKS. Dalam tahap ini hanya dilakukan oleh pihak 
UPTD Kampung Anak Negeri, karena UPTD Kampung 
Anak Negeri menggunakan sistem Panti, sehingga anak 
yang baru masuk Panti mereka akan diberi pengarahan 
tentang pengetahuan, kepercayaan, dan memotivasi agar 
mereka bisa merubah pemikirannya untuk menuju 
kesuksesan. 
Setelah dari tahap penyadaran, tahap kedua adalah 
pengkapasitasan. Inilah yang sering kita sebut 
memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, mereka 
harus mampu terlebih dahulu. Anak-anak terlebih dahulu 
diberikan bimbingan-bimbingan yang diberi oleh 
pembina seperti bimbingan mental spiritual, bimbingan 
mental perilaku, bimbingan keterampilan, dan bimbingan 
minat/bakat dan intelektual. Tahap ketiga adalah 
pemberian daya. Pada tahap ini, anak-anak diberikan 
daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Anak-anak diberi 
peluang untuk membuka wirausaha seperti cuci sepeda 
motor, berjualan handcraf, berjualan makan dan hasil dari 
kerja keras mereka akan mereka ambil dengan teman-
temanya yang berada di panti yaitu di UPTD Kampung 
Anak Negeri. Proses pemberian daya diberikan sesuai 
dengan kecakapan atau kemampuan anak-anak sehingga 
mereka yang masih berumur 7-15 tahun meraka akan 
fokus untuk sekolah dan mengikuti bimbingan-bimbingan 
yang diberikan oleh pembina yang ada di UPTD 
Kampung Anak Negeri, sehingga anak-anak yang sudah 
dibukakan wirausaha seperti cuci sepeda motor dan 
berjualan makanan adalah mereka yang yang sudah 
berumur 16-18 tahun dan tidak mau sekolah lagi karena 
sudah dianggap mampu unuk diberi peluang usaha. 
Pemberian pemberdayaan pada anak PMKS di UPTD 
Kampung Anak Negeri merupaka upaya yang dilakukan 
Dinas Sosial agar anak-anak di Surabaya tidak turun lagi 
kejalan, tidak menjadi anak terlantar dan tidak menjadi 
anak yang nakal. Mereka akan menjadi penerus bangsa 
yang baik, mampu memajukan bangsa, dan mampu 
bersaing di bidang usaha/industri. 
Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses 
menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivator, 
fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu 
diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta 
peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan 
hendaknya meliputi menciptakan suasana kondusif, 
pengutana kapasitas dan kapabilitas, perlindungan dari 
ketidakadilan, bimbingan dan dukungan, dan memelihara 
kondisi yang kondusif tetap seimbang. Dalam hal ini 
yang menjadi motivator adalah orang-orang yang peduli 
terhadap anak PMKS di Surabaya sehingga mereka 
mampu untuk memberikan motivasi dalam 
kehidupannya. Fasilitator disini yaitu pemerintah kota 
Surabaya yang memberikan wadah untuk lekaukan 
kegiatan melalui Dinas Sosial kota Surabaya dan UPTD 
Kampung Anak Negeri sehingga anak PMKS disini bisa 
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah 
melalui dinas tertentu. Kelompok masyarakat tersebut 
merupakan sekelompok orang yang dipilih untuk menjadi 
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pendamping maupun pembimbing dalam panti maupun di 
Lembaga pelatihan. 
PENUTUP 
Simpulan 
Upaya Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pada 
anak penyandang masalah kesejahteraan sosial 
merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah kota 
Surabaya dalam mengurangi jumlah anak penyandang 
masalah kesejahteraan sosial di Surabaya. Upaya 
pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ada dua 
yaitu sistem Panti dan sistem Non Panti. Sistem Non 
Panti sendiri yaitu pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial kota Surabaya yang bekerjasama dengan Lembaga 
Pelatihan Kerja dan atau Lembaga Pelatihan Usaha 
(Entrepreneur) yang dilakukan setiap hari selama 10 hari 
dan setelah pasca pelatihan peserta akan diberi 
kesempatan untuk menjadi asisten pelatih ditempat 
pelatihan.  
Sistem panti sendiri yaitu pelatihan yang dilakukan 
UPTD Kampung Anak Negeri yang berada dibwah 
pengawasan Dinas Sosial kota Surabaya. UPTD 
Kampung Anak Negeri sendiri khusus menangani anak 
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 
Pembinaan dilakukan oleh pembina yang disediakan oleh 
UPTD Kampung Anak Negeri, sehingga anak PMKS 
tersebut akan tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri 
dan akan mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yaitu 
mereka akan diberi bimbingan-bimbingan yang sudah 
disediakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri kota 
Surabaya.  
Pembinaan ini mempunyai fokus utama dalam proses 
pelayanan sosial dalam sistem panti yang dilaksanakan 
selama enam bulan setiap angkatan. Anak PMKS tinggal 
dalam ruang tidur 10-15 anak dengan 1 orang 
pendamping. Waktu bimbimgam diatur sesuai jadwal 
dengan kurun waktu jam 04.30 – 21.00 WIB, kegiatan 
dilakukan didalam maupun diluar panti (indoor dan 
outdoor). Bimbingan dilaksanakan secara individual dan 
kelompok. Upaya yang dilakukan dalam pembinaan anak 
PMKS yakni dengan cara memberikan bimbingan, 
bimbingan tersebut meliputi bimbingan mental spiritual, 
bimbingan mental perilaku, bimbingan keterampilan dan 
bimbingan minat/bakat dan intelektual. Upaya yang 
dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri sudah 
berjalan dan sesuai dengan program yang dibuat oleh 
Dinas Sosial kota Surabaya dan dilaksanakan dengan 
baik oleh UPTD Kampung Anak Negeri kota Surabaya. 
Adapun sedikit hambatan dalam melakukan pembinaan 
anak PMKS yaitu kurangnya minat anak asuh untuk 
mengikuti pembinaan sehingga ada beberapa anak kabur 
dari panti dan juga gedung yang kurang memadahi serta 
sarana dan prasarana juga kurang karena sangat terbatas. 
Saran 
Sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 
mengenai upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam 
melakukan pembinaan pada anak penyandang masalah 
kesejahteraan sosial di Surabaya,  maka peneliti 
memberikan beberapa saran yang dijadikan masukan dan 
bahan pertimbangan bagi pihak yang bersangkutan. 
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu: bagi Panti 
pembinaan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak 
Negeri sudah cukup baik, sehingga diharapkan dapat 
menjadi lebih baik lagi. Misalnya pembina lebih sabar 
dalam membina anak di UPTD Kampung Anak Negeri 
dan sarana tempat belajar atau aula agar lebih 
diperhatikan, bagi anak PMKS hendaknya mengikuti 
pembinaan dengan sungguh-sungguh, mematuhi ssemua 
peraturan yang berlaku di Panti dan berusaha untuk 
menambah pengetahuannya, misalnya dengan membaca 
buku yang ada di perpustakaan Panti. 
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